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® == Supply and Demand Energi Primer @

Supply Energi Primer (juta BOE) Demand Energi Primer (juta BOE)
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15% * Supply energi Indonesia pada tahun 2024 1%
sebesar 2.007 juta SBM meningkat

sebesar 7,3% YoY. Bauran energi primer

* Peningkatan demand 2024
mencapai 4,53% YoY atau

* masih didominasi oleh batubara sebesar 36% 1.276 juta BOE.
40,37%, diikuti oleh minyak bumi sebesar * Sektor industri memiliki
. 28,82%, gas bumi sebesar 16,17%, dan EBT (‘ pangsa permintaan energi
:(r:]:::jreal %’;3&& E:ggzgt sebesar 14,65%. Bauran EBT ditargetkan 49 tertinggi yaitu sebesar 45,94%.
_ Coal NRE mencapai 23% pada tahun 2025.

» Industry = Household
= Commercial Transportation 3
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Perlu pemerataan
ketersediaan energi di
seluruh wilayah

* Penyediaan energi di kawasan rural dan

pulau-pulai kecil masih mengalami tantangan
dari sisi ketersediaan maupun kualitas.

« Perlu peningkatan produksi dan

infrastruktur energi (migas, EBT,
ketenagalistrikan).

Makro Ekonomi

Tekanan ruang fiskal pemerintah dan tingginya
subsidi energi (BBM, Listrik, dan LPG).

Subsidi energi 2024: Rp. 177,6 T

Pagu subsidi energi 2025: Rp. 197,75 ( T 11,34%)

_ Tanta ngig
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c«@ Energi Nasional

Ketidakpastian global

* Belumusainyakonflik negara
penghasil energi; Rusia -Ukraina dan
Iran-Israel dan tingginya
ketergantungan energi nasional
terhadap impor

» TarifResiprokal 32 %dariUSuntuk

Indonesia
Komitmen Pencapaian Net
Zero Emission

Pengguna energi fosil yang masih tinggi tercermin
dari fakta bahwa bauran EBT dalam energi primer
Indonesia masih di angka 14,6 % (2024). Indonesia
menargetkan Bauran EBT mencapai 23% pada
tahun 2025 dan mencapai Net Zerro

Emissionpada2060.



Peningkatan Ketahanan Energi untuk Mendorong
Pertumbuhan Perekonomian Berkelanjutan

Produksi Minyak Indonesia

kbopd . .

(kbopd) G Strategi Penguatan Ketahanan Energi
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Target RUPTL Pembangkit 69,5 GW
2034 Transmisi 47.758 kms
Gardulnduk 107.950 MVA

Produk minyak Indonesia terus mengalami penurunan
sehingga Indonesia menjadi sangat bergantung pada
bahan bakar impor

Konsumsi Minyak Kebutuhan Impor e Peningkatan PemanfaatanEBT

Indonesia Minyak

1,6 juta BOPD 1 juta BOPD

Mandatori B40 pada 2025
Biodiesel B50 pada 2026

Target 2034 Penambahan EBT 42,6 GW
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Upaya Peningkatan Produksi Minyak Indonesia

Optimalisasi Produksi
dengan Teknologi

Penggunaan berbagai
teknologi dan teknik produksi
seperti fracking, EOR,
horizontal drilling untuk
peningkatan produksi minyak
di lapangan eksisting

Reaktivasi
Sumur Idle

Terdapat 16.990 sumur idle,
4.495 sumur dapat di-reaktivasi
untuk mendorong penambahan
produksi minyak Indonesia
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Eksplorasi Potensi Migas

di Indonesia Timur

Wilayah Indonesia Timur masih
memiliki potensi penemuan-
penemuan cadangan baru,
pemerintah akan mendorong
percepatan melalui skema
kerjasama dan insentif yang
lebih menarik
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1,97 juta MT

Impor LPG Nasional

6,91 juta MT

") nilai subsidi Rp. 87 triliun

Produksi LPG Nasional i Konsumsi LPG Bersubsidi

8,23 juta MT*)

Konsumsi LPG Non-subsidi

0,67 juta MT
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Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
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Kepmen ESDM Nomor 173.K/MG.01/MEM.M/2024
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Tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2024 - 2033
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KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

PETA RENCANA INDUK
JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
GAS BUMI NASIONAL 2025 - 2034

Keterangan

Pipa Transmisi (Eksisting)

Pipa Transmisi (Ongoing)
e Pipa Transmisi (Rencana}
— Pipa Distribusi (Eksisting)
—=——=— Pipa Distribusi {Ongoing)
Pipa Kepentingan Sendiri (Eksisting)
Pipa Kepentingan Sendiri (Eksisting)
Pipa Hulu (WNTS-Eksisting)
FSRUWFSRT/FSU (Eksisting)

FSRU/FSRT/FSU (Ongoing)
Kilang LNG (Eksisting)
Kilang LNG (Ongoing)
Fasilitas CNG (Eksisting)
Fasilitas CNG (Ongoing)
Regasifikasi LNG (Eksisting)

Regasifikasi LNG (Ongoing)

Regasifikasi LNG (Rencana)

Wilayah Jaringan Distribusi (Rencana)
Jargas Rumah Tangga (APBMN-Eksisting)
Jargas Rumah Tangga (Non APBN-Eksisting)
Jargas Rumah Tangga (Mon APBMN-Ongoing)
Jargas Rumah Tangga (KPBU Pilot Project)

NG
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dalam RUPTL2025-2034PerRegional

Pembangunan Pembangkit

Sumater
Penambahan
9 ,5 GW

B PLTU/MT
I rLTD

[ ] PLTG/GU/MG
I PLTA/M
[ PP
I PLTBio
B PLN
[ PLTS
[ PLTB
I PLTAL
B PLTAPS
B BESS

TOTAL
° TAMBAHAN

4, 129

Nasional

Sulawesi

@ Kalimantan @

69,5 GW

a

Penambahan E Penambahan
Penambahan EB. EBT

: o 7,7 42,6

i X 3,5

2025-2029 2030-2034

2025-2029 2030-2034 i
2025-2029 2030-2034

Maluku, Papua,
Nusa Tenggara

5

Jawa, Madura, Bali

Penambahan EBT

2,3 GW

X Penambahan EBT
19,6 GW

2025-2029 2030-2034

==
2025-2029 2030-2034

Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Transmisi

47.758 kms

Jawa Madura Bali 13.889 kms
Sumatera, Kalimantan 20.967 kms
Sulawesi, Maluku,Papua 12.901 kms

Gardu Induk

107.950 wmva

10



- Potensi & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan e

Sebaran Potensi EnergiTerbarukanindonesia

Potensi (GW) Kapasitas Terpasang(GW)*

Kalimantan Srlevea SURYA 7l 0,98
’
517,53 GW 257,36 GW*  Maluku dan Papua 1\ ANGIN B3 0,15
! 518,46 GW 'y

#Q,\v ) ‘—;“%\ F O AIREE 7,18

. @ iy, G 0]
Sumatera i3 » e w0
1.240,64 GW iy ‘ ‘, i BIO- 7
— SR L ) ES ENERG! hid >

Jawa - -~ & - PANAS [Ei 2 69

Bali dan Nusa Tenggara e .
0717w & e I

<% BATUBARA
SUMBER ENERGI BARU TOTAL ALY, 15,15

- i *) Status Februari 2025

POTENSI EBT DIGUNAKAN

DALAM SEKTOR
KETENAGALISTRIKAN

11
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Penerapan Circular Economy Pemanfaatan Sampah

@ = i

Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Timbulan sampah 2024:
33,8 juta ton
* Terkelola: 20,2 juta ton (59,9%)
* Tidak terkelola: 13,6 juta ton (40,1%)

KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN SUMBER SAMPAH
Lain: 1.53%

Kawasan: 11.3%

Fasilitas Publik: 3.53%

Pasar: 16.67%

Pemiagaan: 11.01%

Perkantoran: 5.15%

Fumah Tangga: 50.81%

PEMERINTAH PUSAT

Verifikasi Pembayaran Subsidi

— = - dan Kompensasi (KESDM)

Pembinaan dan
Pengawasan oleh

KL terkait KESDM

Pengumpulan dan
Pengangkutan sampah
oleh Pemda

Pengolahan Sampah oleh|
Badan Usaha

Pengumpulan dan
Pengangkutan sampah

oleh Badan Usaha
(Kawasan Industri)

Perizinan

{ Penetapan harga listrik

Listri
Insinerasi(90%)dan

Gasifikasi (75%) e PLN

Bioenergi

Biomassa (40%),
Biogas (20%)

Industri / Rumah
Tangga

Bahan Bakar
Substitusi

12
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Kerja Sama Pengelolaan

Bagian Wilayah Kerja untuk
Peningkatan Produksi Migas

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14/2025

4
rv
| N

1. Kerja Sama Sumur Minyak
BUMD/Koperasi/UMKM*

Sumur minyak masyarakat dilakukan
perbaikan tata kelola (sesuai good
engineering practice)

Perbaikan bertahap pada periode
penanganan sementara (4 tahun)
Dinaungi BUMD/Koperasi/UMKM melalui

kerjasama dengan KKKS

*program pemberdayaan melalui kerjasama pengelolaan
sumur minyak masyarakat

2. Kerja Sama
Operasi/Teknologi

KKKS kerja sama dengan Mitra
untuk peningkatan produksi:

1.Sumur/lapangan idle
2.Sumur/lapangan berproduksi

Mitra menanggung
investasi/biaya dan risiko

Or

Keppres No. 1/2025:
Menteri ESDM

sebagai Ketua Satgas
Percepatan Hilirisasi dan
Ketahanan Energi Nasional

3. Kerja Sama
Pengusahaan Sumur Tua

Sudahberjalansejak2008
~ sesuai Permen ESDM
Nomor 1/2008

13
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“Mekanisme B .
penyaluran dan .

penetapan DBH diatur melalui PMK (E ) Jrer R O crhitonan (S
dan KMK untuk memastikan ; ‘. | . . @ U SR 7ok Tt - Lo
keadilan fiskal antar daerah, baik ) =il

dari sisi potensi daerah penghasil ' 5

maupun pemerataan antarwilayah ek o ms Mgl —

: disepakati

dalam satu prOVinSi.  (PMK 233/PMK.07/2020) E 5
'*.......’\........-' i PMK

Penetapan

KMK

Kementerian Dalam
Negeri

Data batas wilayah

UU 33/2004 (dalam %) UU No. 1/2022 (dalam %)
Jenis Penerimaan Negara Pemerataan
2L Yang Dihagihasilkai Pusat | Prov ol . |Pemerataan| Pusat Prov . : e berbatasan| Daerah
Penghasil Penghasil| Pengolah — & [Fnva
gsung y
1. |Minyak Bumi
-Darat - Laut < 4 Mil 84,5 31 6,2 6,2 84,5 2 6,5 1 3 3
-4 Mil < laut < 12 Mil 84,5 517 10,33 84,5 5 1 9.5
2. |Gas Bumi
-Darat - Laut < 4 Mil 69,5 6,1 12,2 12,2 69,5 4 13,5 1 6 6
4 Mil < laut <12 Mil 69,5 10,17 20,33 69,5 10 1 19,5




Pa rtICIPatlng Interest 10% (permen Esbm No. 1/2025 tentang atas Perubahan Permen ESDM No. 37 Tahun 2016)
4 |su utama | Latar belakang perubahan Permen

Keterangan

1 Penyesuaian definisi * Definisi PPD pada Permen disesuaikan dengan PP (PPD_> AP BUMD)

‘Perusahaan Perseroan
Daerah (PPD)’

2 PPD penerima Pl 10% agar Pendirian badan hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah telah mendapatkan
dapat dimiliki langsung pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
oleh Pemda

Pembagian > pembagian persentase keikutsertaan saham sesuai persentase pelamparan
reservoir serta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar

3 Perlu kejelasan pembagian
porsi Pl 10% bagi Provinsi
& Kab/Kota (jika ada
pelamparan reservoir)

4 Pengalihan sasham BUMD °* Boleh dialihkan asal tidak ada unsur swasta, dan masih dalam satu wilayah.

ke BUMD afiliasi atau
Pemda dalam satu wilayah
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